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Dorong Payung Hukum Komprehensif Masyarakat Hukum Adat

KETIADAAN hukum yang da-
pat mengakomodasi seluruh
kepentingan masyarakat adat
di Indonesia masih menjadi
pekerjaan rumah bersama,

Hal ini dapat menyebabkan
persoalan klaim atas wilayah
adat, termasuk hutan adat.

Karena itu, kehadiran Un:
dang-Undang Masyarakat Adat
sangat dinanti. Menurut Ang-
gota Komisi IV DPR RI Sulae-
man Hamzah, yang juga men-
Jadi pengusul RUU Masyarakat
Hukum Adat, RUU itu saat ini
sudah disepakati di Badan
Legislasi DPR.

“Delapan dari sembilan frak-
si sudah menyetujui untuk bisa
didorong ke rapat paripurna
dalam waktu dekat,” ujarnya
dalam acara Webinar Indone-
sia Bicara yang dipandu Ketua
Dewan Redaksi Media Indone-
sia Usman Kansong, kemarin.

Seyogianya, terkait masyara
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kat hukum adat sudah diako-
modasi dalam konstitusi Pasal
18b ayat 2 UUD 1945, Namun,
kata Sulaeman, hukum yang
secara khusus mengatur ma
syarakat hukum adat memang
belum ada.

Dia menyebut terdapat 17
bab dan 58 pasal di RUU Ma-
syarakat Hukum Adat. Semua
itu dinilainya sudah mengako
modasi seluruh kepentingan
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masyarakat hukum adat

“Kalau kita tinjau secara
baik di beberapa undang-un-
dang yang juga menyebutkan
masyarakat hukum adat, me-
mang perlu ada sinkronisasi
Karena perhatian khusus ter
hadap masyarakat adat ini
masih jauh dari harapan,”
ungkapnya.

Terhadap daerah-daerah
khusus seperti Papua, Aceh,

dan DIY, Sulaeman menga
takan hal itu diatur dalam
pasal tersendiri di dalam RUU
Masyarakat Hukum Adat. Hal

Panitia ini dibentuk dalam
berbagal tingkatan adminis-
trdsi. Di kabupaten, panitia
mewadahi langsung masyara-

Kemudian UU 41 Pasal 67 itu
mengamanatkan perda, tapi ti-
dak ada. Di sinilah Panitia Ma-
syarakat Hukum Adat mengisi
itu karena belum

ini bertujuan 8 i
tumpang-tindih dengan UU
Kekhususan Papua, UU Kels-
timewaan Yogyakarta, dan
UU yang berlaku di Daerah
Istimewa Aceh.

Draf RUU Masyatakat Hu-
kum Adat juga memuat pen
dataan masyarakat adat yang
tersebar di seluruh Nusantara
Pendataan, verifikasi, dan vali-
dasi akan dilakukan panitia
yang beranggotakan masya-
rakat adat sendiri, pemerintah
setempat, termasuk agraria
dan instansi terkait

“Nanti akan ada juga tata ba-
tas wilayah adat. Konflik yang
terjadi selama ini disebabkan
hal-hal itu sehingga pendataan
itu menjadi lebih sempurna,”
Jelasnya.

kat adat. di tingkat
provinsi, panitia juga meng-
akomodasi jika terjadi konflik
di antara dua kabupaten atau
lebih.

“Tahapan-tahapan yang di-
lakukan akan bisa terwakili,
baik masyarakat adat maupun
pemerintah sehingga negara
bisa hadir secara total untuk
mem-backup seluruh kepen
tingan masyarakat adat,” tan
dasnya

Anggota Panitia Masyara-
kat Hukum Adat Kalimantan
Tengah, Simpun Sampurna,
mengakui ada kekosongan
hukum terkait masyarakat
adat ini.

“Selama ini dari 1960, mi
salnya, diperintahkan mem.
buat perda, tapi tidak ada

ada kebijakan perda atau yang
lainnya,” jelasnya dalam ke-
sempatan yang sama

Simpun mengatakan tu-
gas panitia ini pertama ialah
meng-indentifikasi, verifikasi,
dan validasi. Antara lain, soal
sejarah masyarakat hukum
adatnya, pranata, kelem-
bagaan.

Pakar hukum kehutanan,
Sadino, juga menyatakan pen:
tingnya kehadiran UU Masya-
rakat Hukum Adat. Namun,
imbuhnya, regulasi itu harus
mampu mengharmoniskan
peraturan-peraturan yang te
lah berlaku.

“Sehingga kalau sudah di-
lahirkan, tidak jadi wawasan
catatan lagi, tapi harus ba

galmana mengimplementa-
sikan,” ungkapnya,

Pasalnya, persoalan masya-
rakat hukum adat ini acap
kali terbentur dengan status
kawasan hutan di Indonesia
yang mayoritas sudah ada
izinnya.

“Masalah kehutanan, per-
izinan kehutanan, itu su-
dan lahir dari tahun 80-an
sampal sekarang, bahkan itu
masih berjalan. Bagaimana
perizinan itu harus dikombi
nasikan dengan lahirnya UU
Masyarakat Hukum Adat ini?"
tuturnya.

Menurut Direktur Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemi.
traan Lingkungan KLHK Bam
bang Supriyanto, RUU ini sa
ngat dibutuhkan terutama
dalam konteks sinkronisasi
antarundang-undang

Hal ini bertujuan menye
diakan payung referensi di
dalam tata cara penetapan
dan pengakuan masyarakat
hukum adat, termasuk hutan
adatnya. (Ifa/52-25)




